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Panja Dinilai Abaikan

Poin Krusial

Pemindahan IKN membutuhkan biaya
persiapan infrastruktur hampir Rp 500 triliun.

B FEBRIANTO ADI SAPUTRO,
MWAWIR ARSYAD AKBAR

JAKARTA — Fraksi Partai Ke-
adilon Sejahtera (PES) dan Fraksi
Demaokrat menvavangkan pemba-
hasan Rancangan Undang-Undang
'[l'l',l Kﬂll:i Nl’}'.i'll'il “!UE_‘- ”{:\] dﬂ'm‘.\.':l
ke Tim Perumus (Timns). Memirat
kedua fraks:, masih ada sejumlah
potn vang seharusova letap menjadi
pembahasan panitia keeja (panga).
Sebals, Tinus hanya akan membalas
redaksional deal RUL [EN

Anggola Pansus RUL TKN dart
Fraksi PES, Hamid Noor Yasin, meng-
akn masih ada sejumlah poin vang
masth jadi perdehatan di panja vang
belum disepak: satunv ter-
kal peraturan prestden (perpres) po-
mialahan i kols egara, Pemindab-
an LKW sendin ditargetkan dilakukan
pacla semmester Tatau Marel 2024

"Kemarin di panja juga diper
soalkan masalah it tapi mungkin
helum putns juga akhirnva terjadi
perdebatan juga terkait dengan per-
pres terkait peraturan pemerintah
dan lain sehagianyva. Int masih terjadi
dinammsas pembahasan & panga dan
panss kemarin,” kata Hamid, Jummat

(17/ 12},

Fraksi PES juga mempersoalkan
diterbitkannya Keputusan Mentec
Nomor 1410/ kpta/ Mjzoe1 lentang
Pembentukan Satgas Pembangunan
Thu Kota Negara ]1an.1 15 Movember,
PRS menilal, ada ketergesaan dalam
pemhahasan RUT TKN danperaturs
an yang leckait dengannvi. Sehab,
sampat saat i KLU TRN barudiba-
las, "l ke ook uber-uberan se-
hingga sava tadi katakan seperti
ket kefiwel s el st
din sebagainiva, ity persadlannys,
sehingga kavak tidak terstruktur
dengan batk tertata rapt, semna kayva
rergesa-gesa,” katanya,

Fraks1 PRS letap memandang
pemindaban thy kot tdak urgen
dilakukan saat int. Hamid mengung-
kapkan, wlang vang dimiliki Indo-
nesia masih di angka Bp 6,687 28
triliun, Sementara pemindahan TKN
membutuhkan bigva persiapan in-
frastruktur hampir Rp 500 trilnm,

Anggnta pansns dan Frakst De-
makrat, Hinca ]’.111i.'|i|.111._1u',-',:1 meng-
kratik ketergesaan pembabasan RUL
LKM. [a mengingatkanapar RUU TRN
Lk ernasil sepert Undang-Undang
Nomor 11 Talun 2020 tentang Cipta

Ulang yang dimi-
liki Indonesia saal
ini masih di angka
Rp 6.687.28 triliun.

Kerju vang dinvatakan inkonstitu-
sional bersvaral oleh Mahkamah
honstitusi (ME). "Masa undang-
nndatg vang sepenting itu begity
(dlibahas burn-buea), masik ingal
Undang-Undang Cipta Kerja kan, Kan
hegiu (pembahasannya),’ wjar Hinca,

Wakil Ketna Panitiz Khusns
{Pansus) RULTTKRN Saan Mustopa
mengeklam, jika ada subslans vang
Behum diselaju, tetapn sudah masuk
pembahasan di Timus, pembahas-
annva dikembalikan ke tingkat pan-
ja. "Dengan catatan, kalaw nanti di
timus helum selesai hal-hal vang di-
angeap sehagad substansi, nanti kita
akan bawa ke panja kembali, jadi
ity wjar Saan.

Kepentingan elite

Peneliti Forum Masyarakat Pe-
chuli Parlemen [ndonwessa § Formappt,
Lucius Karus, mengkritik sangal
cepativa penbalasan RUUTEN vang
sudal masuk tabap Timus, Namun,

Juatl itu dipandangnya lagim karena
RUTT tersebut merupikan kepenting-
anvelite ukan unmk rkyat. Ta meni-
lai, DPHR tak helajar dari putusan
Mahkamah Konstitust {MK) vang
menvatakan Undang-Undang Nomar
11 Tahun 2020 tenlang Cipta Kerja
inkonstilusiomnal bersvarat.

Saat ilu, pembahasan regulasi
sapu jagat itu juga dikebul dan
minim partisipasi publik, "Partisipasi
ind tidak sekadar formalitas, tetapi
harus henar-benar disediakan waktn
dan mekantsme hagt publik untuk
terlibat dalam prozes pembahasan,”
ujar Lueius,

Penelitn Pusal Studi konstitusi

[Pusaka) Universitas Andalas, Char
les Simabura menilai RUU TKN akan
[rermasil sama seperti RUL Cipta
Kerja (Ciptaker), "Sudah pasti (nas-
ibnva sama seperti RUU Ciptaker),”

Charles menambabkan, apalag
ME sudah menegaskan bahwa aspek
formil atau proses merupakan sesua-
Lu yang wajil dalaty penvusunan
U, Hal tersebut tidak hanya berlaku
pada Undang-Undang Cipta Kerja,

Wad; s cahan

Baa juga
direpublika.id

Sulat (3R Cade ini



http://www.tcpdf.org

